BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.746, 2016

BKPM. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
dan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 120);


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1976/24TAHUN1976PP.htm

Menetapkan

10.

11.

12.

13.

2016, No.746

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pola Pembinaan dan
Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 148);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 513);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tunjangan Kinerja;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang
pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja
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Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

2. Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal, yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai, adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan
bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Jam Kerja adalah waktu kerja yang berlaku di
lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis
dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Kepala ini.

Pasal 2
Ketentuan dalam Peraturan Kepala ini juga berlaku bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal yang telah mendapatkan Keputusan

pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 3
(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan
ketentuan Jam Kerja yang berlaku di lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagai berikut:
a. Hari Senin — Kamis : pukul 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB;
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(9)
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b. Hari Jumat : pukul 07.30 - 16.30 WIB
Istirahat :pukul 11.30 - 13.00 WIB;
dan

c. Jumlah waktu keterlambatan yang dapat
digantikan paling lama 30 (tiga puluh) menit
terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang
sama.

Penggantian jumlah waktu keterlambatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c sama dengan jumlah

waktu keterlambatan pada hari yang sama.

Kehadiran dan kepulangan Pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pengisian

daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada
saat masuk dan pada saat pulang kerja.

Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual

dalam hal:

a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak
berfungsi;

b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran
secara elektronik;

c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran
elektronik; atau

d. terjadi keadaan kahar (force majeure).

Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf d merupakan suatu kejadian yang

terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan
tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan
kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana

mestinya.

Bagian Kedua

Pelanggaran Jam Kerja

Pasal 4

Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila:



